
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MeniIIlbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentarlg PertanttngiaWaban

Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belatta Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 perlu

rrlenetapkan  Peraturan  Gube...ur  tentang  PenJabaran

Perttgguntta恥″aban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapam

BelanJa Daerah Pro宙 nsi Sumatera Utara Tahun AnggaFan

2020;

Mengingat   : 1,Pasa1 18 ayat(6)Undang― Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.Undang一Undang  Nomor 24  Tahun  1956  tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Adeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia

Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;



4.

5.

Undang― Undal■g  Nomor   l   Tahun  2004  tentang

Pcrbendaharaan  Negara  (Lernbaran  Negara  Republik

lndonesia Tahttn 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang― Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung」 a、、Fab Keuangan

Negara(Lerrlbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4400);

Un<iang-Undang Nomor 33  Tahun  2004  tentang

Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan

Pemerintahan  Daerah  (Lcコmbaran  Negara  Reptlblik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran

l■
iegara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang一 Undallg  Norrlor  23  Tahun  2014  tcntang

Pemerintahan  Dacrah  (Lerrlbaran  Negara  Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 5587)sebagailnana tclal■

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua  atas

Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah(Lernbaran Negara RepLlblik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58,Tambahan Lembaran Ncgara Reptlじ lik lndonesia

No]mor 5679);

Peraturan Penlerintah Nomor 54 Tah■ ln 2005 tentang

Pilttalnan Daerah (Lembaran Negara lRepublik lnclonesia

Tahun 20C15 Nomor 136, Tambahan Lcmbaran Negara

Rc_publik lndonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tental■ g Dana

Perirnbangan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 4575);

10,Peraturan Pcrrlerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Siste]m lni)rmasi Keuangan Daerah (LelnbararI Negara

Republik  lndonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan

Lel‐nbaran Negara Repllblik lndonesia Nomor 4576);
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7.

8.

9.
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11.Perat■lrall Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinetta lnstansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor

25,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4614)i

12.Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2007 terltang

Laporan Penyelenggaraan Perrlerintahan Daerah kepada

Perllerintah,  Laporan  Keterangan  Pertangguntta、 Lraban

Kepala Daerah kepada Dewan Penvakilan Rattrat Daerah,

dan lnbrmasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintaharl

Daerah kepada WlasvaFakat(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarrlbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nornor 4693);

13.Perattiran Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang

Standar  Akuntansi  Peincrintahan  (Lembaran  NegeFa

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123);

14.Peraturan Perllerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lerrlbaran Negara Reptlblik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tallnbahal■  Lclnbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

15.Peratl_lran ⅣIenteri DalarF■  Negeri Nomor 64 tahun ttO13

tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Petfnerintahan

Berbasis Akrtlal pada Pemerintah]Daerah;

16.Peraturan ⅣIenteri Dalam Negeri Nomor ll Tahun 2017

tentallg Pedonlan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang  Pertanggunttaヽ Vaban  Pelaksanaan  Anggaran

Pendapatan dan Belatta Daerah dan Rancangan Peratural■

Kepala Daerah tenttng Pe13」 abaran Pertangg■lnJaヽVaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah;

17.Pcraturan卜Ienteri Dalam Negeri Republik lndoncsia Nol■■or

33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Bclal■」a Daerah Tahun Allggaran 2020;

18,Perattlran Menteri Dal〔遼n Negeri Republik lndonesia Nomor

70 Tahun 2019 tentang Sisterl lnforrxlasi Pemerintailan

t「laerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019

NoJ■or ll14);
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19`Pcraturan A/1enteri Dalam Negeri Repllblik lndonesia Norlnor

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,  Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kbuangan

Daerah (Berita Ncgara Rep■ lblik lndonesia Tahun 2019

Nomor 1447);

20.Peraturan卜 lenteri Dalal■ l Negeri Republik lndonesia Nomor

77 Tahun 2020 tentang PedOman Teknis Pengelolaan

Keuar■gan Daerah(Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2020 Nol■ or 1781);

21.Pcraturan  Daerah  Nornor  6  Tahun  2016  tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumateraじ tara(Lembaran]Daerah Provinsi Surnatera Utara

Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Nomor

32);

22.Peraturar.Daerah Nornor 8 Tahtln 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belatta Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2020(hrnbaran Daerah Provinsi StllTlatera

I」tara Tahun 2019 Nomor 8);

23,Peraturall Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran  Pendapatan  dan  Belatta  Daerah  Provinsi

Surlnatera Utara Tahun Anggaran 2020(Lembarall Daerah

Provil■si Surnatera Utara Tahun 2020 Nomor 3);

24.Peraturan Gubernl■ r Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Kebttakan Akuntansi Pemerintah Provinsi SurFlatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sulnatera Utara Tahun 2014 Nolrlor

34);

25.Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 tentang SistelrL

Akurltansi Berbasis Akrual Perrlerintah Provinsi Sumatera

Utara(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014

Nolmor 35);

126.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

Kebなakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan

Petnerintah Provinsi Stlmatera Utara(Berita Daerah Provillsi

Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 9):
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27.Perat■lran GubernuF Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai(Berita Daerah

Provinsi  Stllrlatera  Utara  Tahun  2019  Nornor  16)

sebagailnana di■ lbah del■ gan Peraturan(3ubernur Nornor ll

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan G■ lbernur

Surllatcra Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang PedoFrlan

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai(Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor ll);

28,Perattlran Gubernur Nornor 47 Tahun 2019 tentang

PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belan」 a Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Provinsi Stlmatera Utara Tah■ ln 2019 Nomor 47),

sebagaillnana diubah dengan PeratLLran Crubernur Nolnol・ 16

Tal■un 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Gubernur Sumatera Utara  Nomor  47  Tahun  2019

Pettabaran Anggaran Pendapatan dan Belal可 a Daerah

Provinsi Surnatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nornor 16);

29.Peraturan CFubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Pettabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan」 a

Daerah Provinsi Sumatera LTtara Tahun Anggaran 20曇 0

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor

48),

30,Peraturan Cubernur NomoF 10 Tahun 2021 tentang

Penyusutan Barang ⅣIilik Daerah dan Kapitalisasi Aset

Tetap pada Pemerintah Provinsi Surllatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Norrlor 10);

MEMUTUSKAN:

卜lenetapkan : PERATURAN   GUBERNUR   TENTANG   PEN」 ABARAN

PERTANGGUNG」 AヽVABAN   PELAKSANAAN   ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SU MATERA

UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.
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Pasal l

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah Tahul■

Al■ggaran 2020 sebagai berikut:

1.Pendapatan:

a.Pendapatan Asli Daerah        Rp.5.531.237.378.774,99

b.Dana Periinbangan             Rp.7.347.748.112.410,00

c.Lain-laln Pendapa撤 ■yttg Sah    Rp.  37.374.259.306,00

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

a" Belanja Tidak Langsung

l). Belanja Pegarvai

2). Belanja Hibah

3). Belanja Bantuan Sosial

4i" Belanja Bagi Hasii

Rp 12.916.359,750.490,99

Rp. 0,00

Rp.1.717.964.170.l100,00

5i. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00

6). BelanjaTidakTerduga Rp.1.150.692.958.093'00

Ji-imlah Belanja Tidak Langsung Rp 9. 192.545.41 2.9 19,00

tr. Belanja Langsung

1). Belanja Pegarvai

2). Belanja Barang dan Jasa

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplusl{Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeiuaran

Jumlah Pembiayaan Netto

SiIPA

Rp.3.257.129.216.426,OO

Rp.3.066.759,068.400,00

Rp.  80.693.955.366,00

Rp.1.882.423.096.799,98

Rp.1.497.944.969.133,07

Rp. 262.752.316.272,94

Rp. 336.597.738.158,25

Rp. 236.597.738.158,25

Rp. 499.350.054.431,19

Pasa1 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagairnalla diinaksucl

dalarlll Pasal l tercantum dalam Lampiran l yang merupakalll

bagian_vang tidak teFpisahkan dari peratuFan(3ubernuF ini.
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Pasa1 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaiinana dinllakstld

dalarn Pasal l dirinci lebih lallut ke dalam pen」 abaran laporan

realisasi anggaran.

Pasa1 4

Pettabaran laporan realisasi anggaran sebagairnana dilr.aksud

dalam Pasa1 3 tercantum dalam Lampiran II  yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan C.ubernur ini.

Pasa1 5

Peraturan(〕 ubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkalll.

Agar setiap orang lnengetahuinya,memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalanl Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di ⅣIedan,

pada tangga1 27 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADl

Diundangkan di NIedan

pada tangga1 27 Agustus 2021

町.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

H.AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUMフ

に
HENRY R.K.KELOKO
Pernbina Tk.I(IV/b)

NIP,196912291991031006
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